
 

 

 

 

 

 

 

  

4706 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

AKAD NIKAH DENGAN WALI NASAB FASIK PADA MASYARAKAT 

PIDIE JAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 

MARRIAGE CONTRACT WITH A FAULTY GUARDIAN IN THE PIDIE JAYA 

SOCIETY ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW 
 

Rini Majlina Kalisha1, Hasballah Thaib2, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib3, Idha 

Aprilyana Sembiring4 

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU 
 Email: rikalubis35@gmail.com1, hasballahthaib007@gmail.com2,  zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id3, 

idhaaprilyana@usu@ac.id4 

 
Article Info 

 

Article history : 

Received : 29-10-2024 

Revised   : 30-10-2024 

Accepted : 02-11-2024 

Pulished  : 04-11-2024 

Abstract 
 

This study discusses the implementation of marriage contracts with immoral 

guardians in Pidie Jaya society from the perspective of Islamic Law. Immoral 

guardians are guardians who commit major sins and do not meet the 

requirements of justice according to Islamic law. The problems raised in this 

study include: the regulation of marriage contracts with immoral guardians 

in Islamic Law, the implementation of marriages with the assistance of judges 

to replace immoral guardians in Pidie Jaya Regency, and the legal 

consequences of marriages with immoral guardians in Pidie Jaya Regency. 

This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical 

approach. Data were obtained through interviews with KUA officers and 

community leaders, as well as document studies related to Islamic marriage 

law and Islamic Law. The results of the study indicate that in Islamic Law, 

immoral guardians do not meet the requirements as marriage guardians and 

must be replaced by judges. The implementation of marriages in Pidie Jaya 

with judges as substitutes for immoral guardians has been carried out, but 

still requires further socialization to increase public understanding. The legal 

consequences of marriage with a wicked lineage guardian include the 

invalidity of the marriage and the potential for legal conflict related to the 

status of children and marital property. This study is expected to contribute 

to the development of Islamic legal science, especially in the practice of 

marriage in communities with wicked lineage guardians, as well as provide 

recommendations for KUA officers and the community in overcoming this 

problem. 

 

Keywords: marriage contract, wicked lineage guardian, Islamic Law, Pidie 

Jaya, judge guardian. 

 
Abstrak 

 

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam masyarakat Pidie 

Jaya dari perspektif Hukum Islam. Wali nasab fasik adalah wali yang melakukan dosa besar dan tidak 

memenuhi syarat keadilan menurut hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 

pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam, pelaksanaan pernikahan dengan 

bantuan dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat hukum terhadap 

pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan 

tokoh masyarakat, serta studi dokumen terkait hukum perkawinan Islam dan Hukum Islam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, wali nasab yang fasik tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah 

dan harus digantikan oleh wali hakim. Pelaksanaan pernikahan di Pidie Jaya dengan wali hakim sebagai 
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pengganti wali nasab fasik sudah dilakukan, namun masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat. Akibat hukum dari pernikahan dengan wali nasab fasik meliputi 

ketidakabsahan pernikahan dan potensi konflik hukum terkait status anak dan harta perkawinan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam 

praktik pernikahan di masyarakat yang memiliki wali nasab fasik, serta memberikan rekomendasi bagi 

petugas KUA dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. 

 

Kata kunci: akad nikah, wali nasab fasik, Hukum Islam, Pidie Jaya, wali hakim. 
 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini spesifik melihat dan mengkaji tentang akad nikah dengan wali nasab fasik 

pada masyarakat Pidie Jaya menurut perspektif hukum Islam, sesuai ketentuan agama kalau 

menikahkan anak perempuannya tetapi ayah atau bapaknya melakukan perbuatan yang dilarang 

dalam agama dan tidak menjalankan perintah sesuai hukum agama, seperti tidak melaksanakan 

ibadah sholat, berzina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya maka harus 

diwakilkan pada wali hakim yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, hal ini 

disebabkan karena akan berdampak untuk sang anaknya kelak dan keturunan berikutnya yaitu 

cucunya. Akibatnya jika dipaksakan dinikahkan oleh wali fasik maka akad nikah tersebut tidak 

sah. 

Kecamatan Bandar Dua sebanyak 169 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat 

sebanyak 136 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 30 pasangan. Kecamatan Jangka 

Buya sebanyak 201 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 175 pasangan dan 

wali hakim yang belum bertaubat 26 pasangan. Kecamatan Meurah Dua sebanyak 163 pasangan, 

dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 132 pasangan dan wali hakim yang belum 

bertaubat 31 pasangan. 

Kecamatan Meureudu sebanyak 132 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat 

sebanyak 102 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 30 pasangan. Kecamatan Panteraja 

sebanyak 187 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 159 pasangan dan wali 

hakim yang belum bertaubat 28 pasangan. Kecamatan Trienggadeng sebanyal 147 pasangan, 

dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 117 pasangan dan wali hakim yang belum 

bertaubat 30 pasangan. 

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, maka ruang lingkup 

penelitian ini hanya mencakup dua (2) kecamatan saja yaitu kecamatan Meureudu yang 

gampongnya juga dibatasi hanya tiga (3) gampong saja yaitu meliputi gampong Meuraksa, Lampoh 

Lada, dan Glumpang Tutong. Kemudian kecamatan Ulim yang gampongnya juga dibatasi hanya 

tiga (3) gampong saja yaitu meliputi gampong Dayah Baroh, Geulanggang dan Balee Ulim. 

Dari jumlah kecamatan dan gampong tersebut, catatan daripada pihak Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan Meureudu jumlah pasangan yang menikah melalui wali hakim sebanyak 

11 pasangan per bulan dan sebanyak 132 pasangan per tahun, dari jumlah tersebut yang dijadikan 

sampel penelitian untuk dijadikan sumber wawancara dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan, 

dalam upaya mendapatkan semua informasi dan keterangan yang diperlukan. 

Kemudian untuk Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ulim jumlah pasangan yang 

menikah melalui wali hakim sebanyak 13 pasangan per bulan dan sebanyak 156 pasangan per 

tahun, dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel 

penelitian untuk dijadikan sumber wawancara dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan. 
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Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan Aceh dikenal dengan 

Serambi Mekah, dimana syariat Islam menjadi nafas dan aturan yang melekat dalam kehidupan 

beragama masyarakat. Penerapan hukum Islam dan pandangan/stigma masyarakatnya masih sangat 

berkaitan dengan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah 

perkawinan. Lokasi Pidie Jaya merupakan kabupaten pecahan dari Kabupaten Pidie dimana jumlah 

penduduknya juga sangat banyak. Kemudian kecamatan yang diambil merupakan kecamatan 

tersebut masyarakatnya banyak yang berpendidikan tingkat tinggi seperti Sekolah Menengah Ke 

Atas dan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, 

menyebutkan kebiasaan ini hampir setiap wilayah di Pidie Jaya diberlakukan, wali harus diperiksa 

apakah fasik atau tidak karena mengakibatkan sah atau tidaknya pernikahan si anak. Kenyataannya 

di Pidie Jaya masih ada terdapat beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti 

berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang 

mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat 

jum’at( Wawancara, Kamilin, S.Ag, M.Ag, Kepala KUA). Disisi lain, ada masyarakat menganggap bahwa 

wali tidak disyaratkan adil, dalam arti orang tua yang mempunyai anak perempuan yang tidak 

menjalankan perintah agama secara sempurna dan melakukan dosa besar seperti melakukan 

perbuatan yang dilarang oleh Allah dan belum bertaubat secara sungguh-sungguh, maka tidak dapat 

diangkat sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam? 

2. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan sebagai pengganti dari wali hakim 

menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya? 

3. Bagaimana akibat hukum terhadap akad nikah dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie 

Jaya? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. 

Penelitian ini tidak terlepas dari penggunaan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach) 

dan pendekatan kasus (Case Approach), Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

melalui dokumen/literatur (library research), dan penelitian lapangan (Field research). Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatis yaitu menjelaskan data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan (hasil wawancara) maupun kepustakaan yang dianalisis kedalam 

bentuk uraian-uraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan mengenai penegakan 

hukum saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkotika.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Wali Nikah Fasik Dalam Hukum Islam 

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut faham 

Syafi’iyyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan. Ketentuan 

yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan dapat dilihat dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Pasal 20 
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Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 

laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh( Djazuli, 2007).  

Tentang sifat-sifat positif dan negative bagi seorang wali, para ulama sepakat bahwa 

sifat-sifat positif wali ialah Islam, dewasa, dan lelaki. Adapun sifat-sifat negatifnya ialah 

kebalikannya, yaitu kafir, belum dewasa, danwanita. Mereka berselisih pendapat tentang tiga 

jenis orang yaitu budak, orang fasik dan orang bodoh. Menurut sebagian besar ada yang 

mengatakan jenis ini dilarang menjadi wali, tetapi menurut Imam Hanafi membolehkannya( 

Rusyd). 

Orang fasik menjadi wali dalam pernikahan. Tentang sifat adil yakni tidak fasik, para 

ulama berselisih pendapat tentang substansi keadilan, karena keadaan ini sulit untuk dibuktikan 

tanpa adanya kewalian. Oleh sebab itu tanpa keadilan, susah untuk memilih calon yang sekufu’ 

atau sepadan bagi seorang wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para wali ketika 

memilih calon suami yang sepadan bagi si wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para 

wali ketika memilih calon suami yang sepadan bagi wanita, bukan keadilan dalam arti khawatir 

akan tertimpa aib yang menghinakan. Sebab hal itu dengan sendirinya pasti ada setiap orang. 

Bentuk keadilan yang lain bisa diupayakan tetapi karena seorang wali memiliki otoritas 

kekuasaan yang penuh, maka keadilannya dipersoalkan. 80 Ada yang mengatakan bahwa adil itu 

bukanlah sebagai syarat dalam perwalian. Mutsanna Bin Jami‟ menukilkan bahwa ia pernah 

bertanya kepada Ahmad, jika ada yang menikahkan dengan wali yang fasik dan beberapa orang 

saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. 

Itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat 

Syafi‟e( Ibid,. hlm. 71).  

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi‟iyyah dalam 

permasalahan wali fasik ini, namun pendapat yang masyhur dari kalangan ulama‟ Syafi‟iyyah 

adalah seorang fasik tidak dapat diterima perwaliannya. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab 

Maliki berpendapat bahwa keadilan adalah bukan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab 

itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya 

atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikan tidak menghalangi 

adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena 

hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali 

pada masa Rasulullah saw. dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang 

diwalikan akibat kefasikannya. Pendapat ini adalah yang rajih karena hadis yang diriwayatkaan 

oleh Ibnu Abbas adalah dhaif. Karena orang yang benar bukan memiliki makna adil. Akan tetapi 

maksudnya adalah orang yang menunjuki orang lain kearah maslahat. Orang yang fasik mampu 

untuk melakukan hal itu(  Ar-Rafa‟I, 1999).  

Dalam al-Qur‟an kata al-fusuq (sikap fasik) diredaksikan dengan dua cara. Pertama 

disendirikan tanpa disertai kata al-„ishyan (durhaka). Kedua, disertai dengan kata al-ishyan. Al-

fusuq yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni (1) fusuq akbar yang 

membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) fusuq ashghar yang tidak sampai membuat 

seseorang murtad( al-Jauziyah, 2012).  

Fasik besar adalah fasik yang membuat seorang muslim keluar dari Islam (murtad), 

sedangkan fasik kecil sikap orang fasik yang tidak membuat dia keluar dari agama Islam. 

Sehingga mengharuskan dia untuk bertaubat. Dan jenis sikap fasik yang mengharuskan dia 

bertaubat dibagi menjadi dua yakni; fasik dalam masalah akidah dan fasik dalam masalah amal 
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perbuatan. Fasik yang berkaitan dengan masalah akidah dapat dicontohkan dengan kefasikan 

yang dilakukan oleh pelaku bid‟ah. Sedangkan fasik yang berkaitan dengan amal perbautan 

dapat digambarkan seperti orang yang melanggar larangan Allah Swt, dan dia disebut dengan 

orang yang melakukan maksiat.  

Jadi orang fasik itu mencakup orang kafir dan orang durhaka. Namun, kefasikan yang 

ada pada orang kafir tentulah lebih hebat dan lebih keji. Orang fasik adalah orang yang 

melanggar perintah Allah yang telah diberikan kepada mereka, yang memutuskan hubungan 

kerabat yang Allah perintahkan untuk diperlihara dan yang mengajak berbuat kerusakan di muka 

bumi. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. 

 

2. Pernikahan Dengan Bantuan Wali Hakim Menggantikan Wali Nasab Fasik Di Kabupaten 

Pidie Jaya 

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama 

dengan pendapat ulama Syafi‟iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun 

perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak 

ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan 

kepada orang lain. 

Akad nikah dipandang sah hanya dengan adanya wali laki-laki yang adil. Hendaknya 

wali itu tidak dari kaum perempuan, sebab wanita tidak bisa menikahkan, baik bagi dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain. Syarat pihak wali adalah beragama Islam, baligh atau cukup 

umur, sehat akalnya, bebas atau merdeka, laki-laki, adil. Sedangkan orang yang paling berhak 

menjadi wali adalah ayah, kakek, ayah kakek (buyut) dan seterusnya, saudara laki-laki sebapak 

seibu atau saudara kandung, saudara laki-laki sebapak saja, anak saudara laki-laki sebapak seibu 

terus ke bawah, anak saudara laki-laki sebapak terus ke bawah, paman sebapak seibu, paman 

sebapak saja, putra dua paman di atas terus ke bawah. Tidak sah suatu perkawinan yang 

dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan 

penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, 

seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki 

kondisi yang kecukupan karena pensyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang 

sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan( Wawancara Bapak 

Muhammad Husnan). Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang 

perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat 

kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki 

sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan 

yang sejenisnya( Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).  

Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini 

adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan pernilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa 

diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang 

bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena pensyaratan keadilan 

secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya 

pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang 

tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. 

Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang 

besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan 
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baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan 

kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. 

 

3. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nasab Fasik Di Kabupaten Pidie 

Jaya 

a. Akibat Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri 

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan 

telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur di 

dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

hukum agamanya masing-masing mempelai. Sehubungan dengan perkawinan dengan wali 

hakim ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila suatu perkawinan 

tersebut telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku( Wawancara dengan Bapak 

Muhammad Husnan).  

Wali hakim yang dapat menjadi wali nikah apabila wali nasab sudah enggan atau 

wali qorib dalam keadaan adhol dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum islam. 

Apabila terjadi seperti ini maka hak perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim bukan 

kepada wali ab’ad karena disini adhol digolongkan sebagai perbuatan yang dzalim dan yang 

dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim, maka hak perwaliannya dapat jatuh 

pada hakim. 

Praktek penikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol yang terjadi 

di KUA sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Segala yang bersangkutan dengan kependudukan harus tercatat termasuk juga 

terkait perkawinan, pegawai pencatat nikah (PPN) dan memiliki kedudukan yang diatur 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan di Indonesia. 

Wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab yang terhalang oleh 

peraturan hukum islam dan juga Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1974 atau karna 

terhalang oleh adholnya atau enggannya menjadi wali dalam pernikannya, dengan adanya 

wali hakim ini sebagai pengganti wali nasab agar pernikahan tersebut tercapai. Tentunya 

dari pihak KUA telah dibekali dengan pengetahuan dan juga sangat berhati-hati dalam 

menangani kasus wali hakim akibat wali adhol dalam pernikahan. Terutama masalah 

sengketa wali adhol ini harus ada penetapan dari Pengadilan Agama dan baru dapat 

dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim. Wali hakim sendiri dapat bertindak apabila 

wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mungkin unthcuk dijadikan wali, dalam hal ini 

wali termasuk fasik. Dan hal ini sudah tidak sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum 

yang ada, sehingga menimbulkan masalah baru. 

Karna wali hakim termasuk dalam dalam wali yang melanggar dalam hukum islam 

sehingga wali hakimlah yang dapat bertindak sebagai wali dari calon penganti 

perempuanyang hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga permasalahan ini dapat 

terselesaikan. Dengan upaya pendekatan kepada sang wali agar mau menikahkan, tetapi 

apabila wali masih menolak dan tidak memberi persetujuan maka persoalan ini dapat 

berlanjutlah ke Pengadilan. Hal itu dilakukan agar Keabsahan pernikahan dengan 

menggunakan wali hakim akibat wali adhol ini apabila telah sesuai dengan Undang Undang 

dan Hukum Islam maka dianggap sah( Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).  
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Perkawinan dengan wali hakim ini perkawinan dengan wali hakim tersebut tetap 

diianggap sah di mata hukum karena wali nikah tersebut diwakilkan dengan wali hakim 

yaitu Kepala KUA kecamatan setempat. Dengan melihat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dapat 

dilihat bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan masing- masing mempelai adalah juga sah menurut 

Undang-undang perkawinan dan tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 1954 Pasal 1 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang 

menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar mendapat kepastian 

hukum.Perkawinan sah tersebut akan menimbulkan suatu akibat baik terhadap suami 

istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. akibat hukum 

perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Namun dapat saja timbul akibat hukum dari wali hakim ini, jika tidak terjadi 

pernikahan yang disadarkan karna kedua pasangan saling menyukai dan karna ibadah, bagi 

orang tua terutama sang ayah yang seharusnya jadi wali nikah tetapi karna sudah meninggal 

bagi almarhum sang ayah sangat-sangat menyesal bahwa putra-putrinya tidak bisa menjaga 

silaturahmi dengan baik. Seperti keterangan akibat hukum akan menimbulkan perselisihan 

bahkan bisa sampai ke ranah Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan perkawinan harus 

melalui wali hakim dengan penetapan wali adhol apabila perselisihan tersebut tidak dapat 

terselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pihak KUA( Wawancara 

dengan Bapak Muhammad Luwis).  

Oleh karna itu hendaknya semua orang tua atau yang menjadi wali harus bertindak 

secara bijak tidak semaunya sendiri sampai mensyaratkan sesuatu hal untuk mau menjadi 

wali dalam pernikahan. Seharusnya dapat mempertimbangkan hubungan yang telah dijalin 

sedemikian dekat dengan seseorang yang dirasa sudah sangat cocok sehingga tidak bisa 

dapat dipisahkan lagi, maka baiknya tidak menunda ataupun malah enggan dan segera 

dinikahkan agar terhindar dari perzinaan. Diharapkan tidak ada lagi orang tua/ wali yang 

tetap kekeh pada pendiriannya dengan tidak mau menjadi wali nikah. Seorang wali 

harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh 

untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. 

 

b. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan 

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum 

perkawinan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian 

banyak ijtihad ulama, ijtihad ulama-ulama pengikut imam syafi‟i yang banyak diikuti. 

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut faham 

Syafi‟iyyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan( 

Wawancara dengan Bapak Muhammad Husnan). 

Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman yang 

kemungkinan besar memberikan efek yang positif bagi mereka yang pintar 

menggunakannya dan efek negatif dari masyarakat bagi yang tidak bisa menggunakannya 

dengan baik. Begitu juga dengan pergaulan yang bebas pada kalangan remaja, dewasa 
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maupun orang tua dapat memicu perilaku yang disebut dengan fasik dan munafik. Nash al-

Quran tidak menyebutkan secara jelas akan kriteria wali dalam pernikahan karena manusia 

diciptakan Allah beragam sifat dan tingkah laku. Semua nash baik al-Quran maupun hadits 

yang menyebutkan mengenai wali hanya menyinggung eksistensi dan pentingnya kehadiran 

wali dalam pernikahan( Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).  

Melihat masa sekarang ini keberadaan wali memang sangat penting. Meskipun 

seperti itu masih banyak masyarakat yang mengabaikan akan keberadaan wali. 

Ketentuan yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan 

dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan 

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahinya. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai 

wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil 

dan baligh. Pasal 20 KHI tersebut menunjukkan bahwa ada syarat wali yang harus dimiliki 

untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ketentuan itu menjadi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama madzhab dalam pernikahan. Pasal 20 ini sejalan dengan Imam Izzuddin 

Ibnu Abdis As-Salam, yang mana tidak memberikan kriteria khusus bagi wali dalam 

pernikahan, menurutnya selagi wali tersebut Islam dan yang akan dinikahkan juga Islam dan 

sudah bertobat maka sah saja pernikahan tersebut( Wawancara dengan Bapak Muhammad 

Husnan). 

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu 

sama dengan pendapat ulama Syafi‟iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan 

sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan 

pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan 

perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun untuk Keadaan di Indonesia 

syarat adil (taat beragama Islam) tidak mendapat penekanan dan ini sama dengan pendapat 

imam izzuddin yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali. Dalam Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas, 

tetapi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali 

merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, 

dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. 

Jika wali tidak dapat melaksankan sendiri, boleh mewakilkan kepada pihak lain( Wawancara 

dengan Bapak Mukhlis).  

Akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya 

ada 3 (tiga), yaitu: Pertama, terhadap keabsahan pernikahannya, bagi mempelai wanita yang 

masih menggunakan wali nasab yang diketahuinya sebagai wali nasab fasik, maka 

pernikahannya dianggap tidak sah menurut Hukum Islam; Kedua, terhadap anak-anak yang 

dilahirkan, berangkat dari tidak sahnya pernikahan kedua orang tuanya, maka anak-anaknya 

menjadi anak-anak di luar pernikahan. Sehingga, berakibat kepada pencatatan sipilnya 

menjadi anak dari “Ibu”; dan ketiga, harta benda yang diperoleh semasa pernikahan, secara 

keseluruhan adalah milik dari suami. 

 

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda yang diperoleh selama pernikahan 
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Dalam kajian dan pembahasan serta pemahaman dibidang munakahat sebagian besar 

masyarakat sudah memahami secara mendalam dan komprehensif, sehingga banyak 

ditemukan praktek-praktek pernikahan yang terjadi didalam masyarakat sudah banyak 

yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam tentang perkawinan, maupun menurut 

hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Namun juga masih ada terdapat sebagian masyarakat yang khususnya orang 

tua yang akan menjadi wali dalam pernikahan masih tidak mengerjakan perintah agama dan 

tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejak dahulu sampai sekarang perkara wali nikah ini 

masih memiliki problematika permasalahan yang harus di cermati oleh masyarakat Islam( 

Wawancara dengan  KUA).  

Namun terlepas dari hal itu, masyarakat secara keseluruhan sudah banyak yang 

paham akan pentingnya wali dalam pernikahan, dan sudah paham akan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku baik secara hukum syariat Islam, Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974, maupun secara Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, seperti hal nya dalam praktek 

pernikahan di KUA ketika pendaftaran kehendak nikahnya secara administrasi, pihak KUA 

akan memeriksa terkait masalah wali dalam pernikahan, untuk memastikan siapa yang akan 

menjadi wali dalam pernikahan dan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam penetapan wali nikah. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya 

menjadi wali nikah dalam pernikahan, maka secara keseluruhan wali tersebut tidak bisa 

dijadikan wali dalam akad nikah, namun jika tidak ada pemeriksaan wali sebelum 

pelaksanaan pernikahan tersebut maka akan di pastikan terjadi timbul masalah didalamnya. 

Misalnya jika wali tersebut adhal dan tidak ada putusan dari Pengadilan Agama ataupun 

wali itu fasik dan dijadikan wali maka pernikahan itu dianggap tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan tidak sah karena wali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan 

ketentuan yang sudah berlaku. Inilah sebuah dilemma yang harus semua pihak yang 

berkompeten dibidangya untuk berperan aktif untuk memberikan pemahaman secara 

mendalam kepada masyarakat muslim, agar tidak ditemukan penyalahgunaan dan 

penyimpangan dalam urusan pernikahan (hukum munakahat) khususnya dibidang wali 

dalam pernikahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam secara spesifik tidak diatur 

akad nikah dengan wali nasab yang fasik, akan tetapi fikih islam menjelaskan tentang wali nasab 

yang fasik demikian juga dalam adat aceh yaitu wali nikah yang melakukan dosa besar dan belum 

bertobat. Namun, secara umum ada 2 pendapat yang sangat kuat diantara imam mazhab, yaitu: 

Pertama, pendapat Imam Asy-Syafi’e yang tidak berhak atau memperbolehkan wali nasab yang 

fasik untuk menikahkan anak perempuannya; dan kedua, pendapat Imam Hanafi yang 

memperbolehkan wali nasab fasik untuk menikahkan anak perempuannya; Dari kedua pendapat 

tersebut, pendapat Imam Asy-Syafi’e, bahwasanya wali nasab fasik tidak berhak untuk 

menikahkan anak perempuannya, akan tetapi dalam Islam memudahkan cara bagi wali nasab 

fasik agar tidak fasik lagi, yakni dengan bertaubat dan beristighfar, serta bersyahadat kembali 

sebelum melaksanakan pernikahan. Dengan harapan, semoga Allah SWT mengampuni dan 

memberikan taufiq dan hidayahnya kepada wali nasab tersebut. 
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2. Pelaksanaan pernikahan dengan bantuan dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di 

Kabupaten Pidie Jaya, harus menggunakan Surat Permohonan kedua belah pihak (Mempelai 

Pria dan Wanita) yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pidie Jaya 

dengan menyertakan alasannya, yaitu: wali nasab mempelai wanita adalah fasik. Namun, hal 

ini jarang dilaksanakan, sebab ada rasa malu dari keluarga mempelai wanita untuk 

mengajukannya. Otoritas yang berwenang menetapkan seorang wali itu fasik sebenarnya adalah 

qadhi yang di Indonesia adalah menteri agama yang diberi wewenang kepada kepala 

kementerian agama tingkat kecamatan, permasalahannya menteri agama pun fasik, maka dari 

itu nilai fasik selalu berubah dari masa ke masa. Tentu fasik masa sekarang berbeda dengan 

fasik pada masa Rasulullah S.A.W untuk masa sekarang bila seseorang tidak melakukan dosa 

besar maka dia sudah dapat dikatakan tidak fasik. Baru hilang fasik itu setelah dia bertobat, 

beristighfar dan melakukan perbuatan yang baik. 

3. Akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya ada 3 

(tiga), yaitu: Pertama, terhadap keabsahan pernikahannya, bagi mempelai wanita yang masih 

menggunakan wali nasab yang diketahuinya sebagai wali nasab fasik, maka pernikahannya 

dianggap tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam; Kedua, terhadap anak-anak yang 

dilahirkan, berangkat dari tidak sahnya pernikahan kedua orang tuanya, maka anak-anaknya 

menjadi anak-anak di luar pernikahan. Sehingga, berakibat kepada pencatatan sipilnya menjadi 

anak dari “Ibu”; dan ketiga, harta benda yang diperoleh semasa pernikahan, secara keseluruhan 

adalah milik dari suami 

 

Saran 

1. Bagi wali nasab fasik yang akan menikahkan anak perempuannya sebagai mempelai wanita, 

maka dapat bertaubat dan beristighfar serta mengucapkan syahadat sebelum melaksanakan 

pernikahan. Tujuannya agar wali nasab tersebut tidak menjadi fasik lagi. 

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pidie Jaya, sebaiknya melakukan sosialisasi 

penggunaan wali hakim kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali 

nasab yang fasik. Selain itu, diharapkan KUA Kabupaten Pidie Jaya dapat merahasiakan 

identitas dari mempelai wanita yang wali nasabnya fasik, sehingga penggunaan jasa wali hakim 

dapat dilaksanakan, tanpa membuat rasa malu bagi mempelai wanita. 

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali 

nasab fasik, sebaiknya memikirkan ulang dengan meminta bantuan kepada Wali Hakim dari 

Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie Jaya. Sebab, terdapat akibat-akibat hukum yang dapat 

merugikan pihak mempelai wanita, diantaranya: status pernikahan; status anak; dan harta-harta 

yang diperoleh semasa pernikahan. 
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